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TENTANG
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DALAM NEGERI
OLEH KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk mewujudkan ketersediaan energi berkeadilan, dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta untuk meningkatkan jaminan pendistribusian liquefied petroleum gas tertentu di dalam negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Dalam Negeri oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Nomor 38 Tahun 2019 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DALAM NEGERI OLEH KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
KESATU:
Untuk meningkatkan ketersediaan liquefied petroleum gas tertentu (LPG Tertentu) bagi masyarakat secara merata, pendistribusian LPG Tertentu dapat dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk Sub Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg).
KEDUA:
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendistribusikan LPG Tertentu kepada:
a. petani sasaran;
b. nelayan sasaran;
c. usaha mikro; dan/atau
d. rumah tangga,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA:
Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) wajib melakukan kerja sama dan menunjuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mendistribusikan LPG Tertentu kepada pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
KEEMPAT:
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memiliki perizinan berusaha sebagai Sub Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia nomor 47772 melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (perizinan berusaha berbasis risiko).
KELIMA:
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan penanganan keamanan dan keselamatan serta pendistribusian LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 16 Juli 2025
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Koperasi
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara
6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
BAMBANG SUJITO

